
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1265, 2018 KEMENKEU. Kedudukan dan Tanggung Jawab 

Bendahara pada Perwakilan Republik Indonesia di 

Luar Negeri. 
 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  116/PMK.05/201817 

TENTANG 

KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA 

PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,  

ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat 

pengangkatan, pembinaan karier, pengenaan sanksi, dan 

pemberhentian bendahara penerimaan dan pengeluaran 

diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; 

  b. bahwa untuk memberikan pedoman bagi Bendahara 

pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang 

selaras dengan perkembangan dan penyempurnaan tata 

kelola pelaksanaan penyaluran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara, perlu mengatur mengenai 

kedudukan dan tanggung jawab bendahara pada 

perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Keuangan tentang Kedudukan dan 

Tanggung Jawab Bendahara pada Perwakilan Republik 
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Indonesia di Luar Negeri; 

 

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5423); 

  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 

tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara 

pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 1350) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan 

Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja 

Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

2149); 

  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.05/2015 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara pada Perwakilan Republik Indonesia 

di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 1234); 

  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 

tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja 

Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KEDUDUKAN 

DAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA PADA PERWAKILAN 

REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 

selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan 

tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat. 

2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya 

disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran 

yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam 

melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai 

pelaksanaan APBN. 

3. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara 

yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku 

bendahara umum negara untuk menampung seluruh 

penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran 

negara. 

4. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya 

disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah 

pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan dan 

hibah. 

5. Menteri Luar Negeri adalah pejabat yang bertanggung 

jawab atas pengelolaan keuangan pada Kementerian Luar 

Negeri. 

6. Menteri Teknis adalah pejabat yang bertanggung jawab 

atas pengelolaan keuangan pada kementerian 

negara/lembaga yang memiliki atase teknis di luar negeri. 

7. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang 

selanjutnya disebut Perwakilan adalah perwakilan 

diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia 

yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan 

kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik 

Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau 

pada organisasi internasional. 
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8. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit 

organisasi lini kementerian negara/lembaga atau unit 

organisasi pemerintah daerah yang melaksanakan 

kegiatan kementerian negara/lembaga dan memiliki 

kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.  

9. Satker Atase Teknis adalah unit organisasi lini pada 

kementerian negara/lembaga selain Kementerian Luar 

Negeri yang berlokasi di luar negeri, dan menjadi bagian 

dari Perwakilan serta memiliki kewenangan dan tanggung 

jawab penggunaan anggaran. 

10. Kepala Perwakilan adalah duta besar luar biasa dan 

berkuasa penuh, wakil tetap Republik Indonesia, kuasa 

usaha tetap, kuasa usaha sementara, konsul jenderal, 

konsul, dan pejabat sementara (acting) Kepala Perwakilan 

konsuler yang masing-masing memimpin Perwakilan                 

di negara penerima atau wilayah kerja dan/atau 

organisasi internasional. 

11. Atase Teknis adalah pegawai negeri dari kementerian 

negara/lembaga pemerintah nonkementerian selain 

Kementerian Luar Negeri, yang ditempatkan di Perwakilan 

diplomatik tertentu untuk melaksanakan tugas yang 

menjadi bidang wewenang kementerian negara atau 

lembaga pemerintah nonkementerian. 

12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah 

pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran 

kementerian negara/lembaga. 

13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat 

KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA 

untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung 

jawab penggunaan anggaran pada kementerian 

negara/lembaga yang bersangkutan. 

14. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat 

PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA 

untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang 

dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN. 

15. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang 

selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi 
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kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian 

atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah 

pembayaran. 

16. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat 

BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk 

melaksanakan fungsi BUN. 

17.  Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya 

disebut Kuasa BUN adalah pejabat yang diangkat oleh 

BUN untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam 

rangka pelaksanaan APBN dalam wilayah kerja yang 

ditetapkan. 

18. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang 

selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh 

Kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi 

BUN. 

19. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi 

tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, 

menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau 

surat berharga atau barang-barang negara/daerah. 

20. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk 

untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, 

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang 

pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN 

pada kantor/Satker kementerian negara/lembaga. 

21. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk 

untuk menerima, menyimpan, membayarkan, 

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang 

untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan 

APBN pada kantor/Satker kementerian negara/lembaga.  

22. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya 

disingkat BPP adalah orang yang ditunjuk untuk 

membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan 

pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran 

pelaksanaan kegiatan tertentu. 

23. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah 

uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan 
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